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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, perlu adanya fondasi yang kuat
dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas.
Hal tersebut didukung pula oleh sumber daya alam yang berintegritas salah
satunya dengan sistem pembelajaran yang baik. Untuk itu, Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam lingkup pendidikan secara umum dan perguruan tinggi
secara khususnya harus bersikap profesional, berintegritas, dan bersih dari
kepentingan perorangan, kelompok maupun partai, serta menjunjung tinggi
nilai dasar Pancasila.

Menurut Undang- undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) penyelenggaraan Diklat mengikuti pola baru di mana masa
kegiatan berlangsung secara on dan off kampus. Kegiatan on kampus
berlangsung di Pusdiklat Sekretriat Jendral dan BK DPR RI yang berlokasi di
Wisma Griya Sabha Kopo dengan pemaparan materi dan pola untuk
menginternalisasi nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Kegiatan off di kampus
melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA pada setiap kegiatan yang
sudah direncanakan pada masing-masing instansi. Pola baru ini
diselenggarakan seefektif mungkin untuk membina peserta Diklat agar lebih
memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yakni akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Pola baru ini
diterapkan karena adanya perubahan pola pikir PNS yang lebih mengarah ke
kemalasan, korupsi, pelanggaran etika, dan tidak berakuntabilitas.Sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap profesional dalam menjalankan
jabatan. Bekerja yang profesional berarti bekerja dengan keahlian atau
kompetensi serta kemampuan untuk mengelola pembelajaran. Proses
pembelajaran dan pendidikan bertujuan untuk mendapatkan mutu sumber
daya manusia sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan.

Pelatihan dasar diorientasikan agar nilai-nilai dasar ANEKA mampu
menginternalisasi pada diri setiap PNS. Selain itu, juga dituntut untuk mampu

mengaktualisasikannya pada instansi kerja masing-masing. Muaranya adalah
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terbentuknya ASN profesional yang produktif, efektif dan efisien dalam
bekerja serta memiliki jiwa nasionalisme, etika publik, berkomitmen untuk
menjunjung mutu, berkomitmen untuk bekerja secara akuntabel serta
berkomitmen untuk anti korupsi.
1. Visi dan Misi Biro Persidangan Il

VISI

Terwujudnya dukungan persidangan Badan Legislasi, Badan
Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Mahkamah Kehormatan
Dewan, dan Panitia Khusus DPR RI yang profesional dan akuntabel.

MISI

-—

Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaanfungsi
DPR Rl di Bidang |Legislaasi, Badan Anggaran, dan
BadanPengawasan;

2 Mewujudkan  dukungan rapat dan tata usaha dalam

pelaksanaanpersidangan;

3 Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan Di
Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah
Tangga,Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus DPR RI.

Struktur Organisasi

Cholida Indryan...
. Kepala Biro
Persidangan
: 1]

Chrysanthi Per._..

Kepala
*.'_‘ Bagian
b 4 Sekretariat
- Mahkamah
Kehormatan
Dewsan

Hikmah, S.Pd.,... Agus Panuhun, ... Nelly Andalia, S..

Kepala Kepala Kepala
Subbagian g Subbagian - Subbagian
Administrasi =4 Rapat ? Tata Usaha
Perkara £y




Penjelasan Tugas dan Fungsi
Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan pengolahan dan analisis data atau dokumen lainnya
yang berkaitandengan pelaksanaan tata usaha dan kinerja (Bagian
Sekretariat Komisi | s.d. X, Bagian Bagian Persidangan Paripurna, Bagian
Sekretariat Badan Legislasi, Bagian Sekretariat Badan Anggaran, Bagian
Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Bagian Sekretariat Badan
Urusan Rumah Tangga, Bagian Sekretariat Panitia Khusus, Bagian
Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional, Bagian Sekretariat Kerja
Sama Organisasi Regional, Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral,
Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota, Bagian Sekretariat
Ketua, Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan,
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan,
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bid. Ekonomi dan Keuangan, Bagian
Sekretariat Wakil Ketua Bid. Kesejahteraan Rakyat, Bagian Sekretariat
Badan Musyawarah, Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan, Bagian
Pelayanan Kesehatan) sesuai dengan pedoman yang berlaku agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Menyusun konsep program kerja unit kerja selama 1 (satu) tahun
Menyusun konsep rancangan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran
Menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran.

Menyusun konsep jadwal kegiatan di unit kerja

S B =

Menyusun dan mengolah bahan untuk mendukung penyusunan

konsep kebijakan Pimpinan terkait bidang tugas unit kerja

6. Menyusun dan mengolah bahan untuk mendukung penyusunan
aturan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja

7. Menyusun telaahan staf terkait bidang tugas dan fungsi unit kerja

8. Menyusun konsep pointer bahan rapat

9. Menyusun konsep laporan singkat rapat

10. Menyusun usulan revisi anggaran

11. Menyusun konsep laporan kinerja unit kerja baik secara berkala

maupun setiap waktu diperlukan



12. Mengelola database output unit kerja

13.Menyusun dan menganalisa konsep kebutuhan dalam rangka
penyediaan sarana dan prasarana unit kerja

14.Menyusun dan menganalisa konsep kebutuhan dalam rangka
pemeliharaan alat-alat kerja di unit kerja

15. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan.

16. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan

setiap waktu diperlukan.

Kondisi saat ini
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah salah satu alat

kelengkapan DPR RI bersifat tetap yang bertujuan menjaga serta
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga
perwakilan rakyat Dahulu Mahkamah Kehormatan Dewan bernama Badan
Kehormatan. Sebagai alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan
Dewan memiliki agenda kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan rapat

internal dan sudah disetujui oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada saat ini penulis sudah mengikuti seluruh kegiatan di unit
Mahkamah Kehormatan Dewan, penulis menemukan berapa isu yang
memungkinkan akan penulisangkat sebagai pembahasan aktualisasi dalam
rangka proses Latsar CPNS. Dalam rancangan aktualisasi ini salah satu dari

isu tersebut akan penulis coba berikan inovasi, isu tersebut diantara lain:
Isu ke 1

Belum adanya pengarsipan secara digital dalam registrasi surat masuk
dan keluar di lingkungan sekretariat MKD.saat masuk kedalam unit MKD,
penulis merasa perlu adanya pengarsipan secara digital surat keluar dan
surat masuk ke unit MKD hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan

terhadap surat surat tersebut
Isu ke 2

Pada awal penulis masuk ke unit MKD, ada permasalahan dalam

kelengkapan laporan pertanggung jawaban dari kegiatan rapa konsinyering



yang MKD laksanakan ya disebabkan karena belum adanya pengendalian
dokumen pada saat proses realisasi dari pelaksanaan tersebut. Sehingga

memberikan dampak terlambatnya proses pertanggung jawaban.
Isu ke 3

Belum tersedianya data inventaris Unit Mahkamah Kehormatan
Dewan. Perlu adanya data inventaris yang dimiliki unit MKD agar
memudahkan menyusun dan menganalisa kebutuhan dalam rangka

penyediaan sarana dan prasarana unit kerja.

Kondisi yang diharapkan

Permasalahan yang bersifat administratif seperti yang penulis
sebutkan diatas tidak semestinya ada, karena Mahkamah Kehormatan
Dewan sebagai alat kelengkapan dewan agar dapat memfokuskan tugas dan
fungsinya sebagai pencegah dan penegak etik yang dilingkungan Dewan
Perwakilan Rakyat. Kondisi isu diatas idealnya.

a. Pengarsipan secara digital menghindari hal yang tidak diinginkan pada
surat masuk atau keluar.

b. Pelengkap dokumen realisasi pelaksanaan rapat konsinyering dapat
ditemukan dengan mudah oleh seluruh anggota unit MKD

c. Permintaan sarana dan prasarana dapat dilakukan berdasarkan data

inventaris yang ada.

Dengan kondisi administraif yang seperti diharapkan, sekretariat juga
dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam proses realisasi
pelaksanaan rapat konsinyering dan meningkatkan kredibelitas Mahkamah

Kehormatan Dewan dimata masyarakat

|dentifikasi Isu

I.  Belum dilakukannya pengarsipan digital surat keluar dan surat masuk.
[l.  Belum adanya alur pengendalian dokumen realisasi rapat konsinyering.

Ill.  Belum tersedianya data inventaris sarana dan prasarana.



Teknik USG Perumusan Isu

Kriteria Jumlah
urgency | seriousness | growth | nilai

No Isu Ranking

Belum adanya
pengarsipan
secara digital

1. | dalam registrasi 2 3 3 8 2

surat masuk dan

keluar.

Belum adanya
pengendalian
dokumen
realisasi
pelaksanaan
rapat
konsinyering.

Belum
tersedianya data
3. | inventaris sarana 2 1 3 6 3
dan prasarana di

unit kerja.

Berdasarkan hasil dari Analis USG diatas, maka isu yang dipilih
adalah Isu Ke 2 :Belum adanya alur pengendalian dokumen realisasi
pelaksanaan rapat konsinyering Mahkamah Kehormatan Dewan.

Gagasan Pemecahan Isu

Untuk memecahkan isu yang akan penulis bahas ini, maka penulis
menginovasikan dengan alur pengendalian dokumen.Prinsip dasar
pengendalian dokumen adalah mamastikan bahwa informasi yang tepat
tersedia, di tempat yang benar, di waktu yang tepat dan revisi yang sesuai.
Suatu hal yang nampaknya sepele dalam bekerja tetapi pada kenyataannya
kita sering menemui masalah ketika berusaha menemukan suatu dokumen,

khususnya pada saat paling dibutuhkan.



Pengendalian dan penanganan dokumen mencakup kegiatan
Pengkajian dokumen sebelum diterbitkan untuk mencegah beredarnya
dokumen vyang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Dalam
menginovasikan Pengendalian dokumen penulis berupaya membuat tabel
dengan sistem checklist pengendalian dokumen pelaksanaan rapat

konsinyering.

Tujuan Aktualisasi
Dengan gagasan yang penulis ajukan untuk memecahkan isu yang

diangkat menjadi rancangan aktualisasi ini, maka diharapkan

1. Memudahkan dalam mencari posisi dokumen realisasi rapat konsyering.
2. Memudahkan dalam proses melengkapi kelengkapan dokumen.

3. Memudahkan pengarsipan dokumen realisasi rapat konsinyering.

Manfaat Aktualisasi
Dengan adanya kegiatan aktualisasi ini dengan inovasi yang penulis

coba ajukan dalam memecahkan isu di Unit Mahkamah Kehormatan Dewan
dapat memperoleh manfaat seperti :
1. Posisi dokumen realisasi rapat konsinyering dapat dengan mudah
ditemukan.
Proses pelengkapan dokumen realisasi semakin mudah.
Kelengkapan dokumen mudah disusun untuk dilanjutkan ke proses

pertanggung jawaban



BAB Il
TAHAPAN KEGIATAN

RANCANGAN AKTUALISASI
Unit Kerja . Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan
Identifikasi Isu - 1. Belum dilakukannya pengarsipan digital surat keluar dan surat masuk.

2. Belum adanya alur pengendalian dokumen realisasi rapat konsinyering.

3. Belum tersedianya data inventaris sarana dan prasarana.

Isu yang Diangkat : Belum adanya pengendalian dokumen realisasi rapat konsinyering.
Gagasan Pemecahan : pengendalian dokumen realisasi anggaran pelaksanaan rapat konsinyering.
Isu



No. | Kegiatan Tahapan Output/Hasil Keterkaitan Substansi | Kontribusi Penguatan  Nilai
Kegiatan Mata Pelatihan Terhadap Visi | Organisasi
Misi
Organisasi

1 Melakukan - Berkonsultasi - Pengenalan tabel Pada tahap awal untuk 1. Seluruh Dengan melakukan
konsolidasi Dengan  Kepala sistem checklist | kegiatan aktualisasi ini, rangkaian Koordinasi
dengan Bagian dan pengendalian penulismelakukan kegiatan ini penjadwalan dan
Kepala Mentor mengenai dokumen realisasi | konsolidasi dengan staff mendukung | pengangendaan
Bagian dan proses habituasi pelaksanaan rapat internal Mahkamah visi rapat sudah turut
pegawai aktualisasi konsinyering Kehormatan Dewan organisasi mendukung
internal - Konsolidasi - Dokumentasi mengenaitabel sistem yaitu, pengimplementasi
Mahkamah dengan internal checklist  pengendalian Terwujudny | an nilai organisasi
Kehormatan Mahkamah dokumen realisasi rapat a dukungan | Sekretariat Jendral
Dewan Kehormatan konsinyering yang persidanga dan Badan
mengenai dewan  tentang penulis lakukan dengan n yang Keahlian DPR RI
Pengendalia n proses sopan dan bertanggung profesional yaitu:  Akuntabel,
Dokumen jawab atas tugas dalam dan Profesional, dan
Realisasi dalam pelaksaan diklat akuntabel Integritas
Pelaksanaa n yang sedang penulis | 2 Rangkaian
Rapat jalani selama satu kegiatan ini
Konsinyerin g bulan.(Akuntabilitas- mendukung

Nasionalisme —  Etika misi
Publik) organisasi
yaitu

2 Melaporkan - Melaporkan - Data Pimpinan | Pada saat melakukan yuek":ﬁjgg: an Dengan cara
jadwal jadwal Anggota yang | pelaporan tentang rapat dan mensosialisasikan
pelaksanaan pelaksanaan dapat ikut dalam | kegiatan yang  akan taikei saha rapat sudah turut
konsinyering kegiatan rapat konsinyering. dilaksanakan penulis dakim mendukung
kepada Konsinyering berusaha sebaik baiknya pelaksanaan pengimplementasi
Pimpinan - Melakukan dalam melakukan an nilai organisasi
Anggota dan pendataan komunikasi dengan Sekretariat Jendral
Staff Tenaga keikutsertaan Pimpinan Anggota dan dan Badan




Ahli peserta kegiatan Staff Tenaga Ahli (Etika
Mahkamah konsinyering untuk Publik). Komunikasi
Kehormatan pembuatan surat dalam pelaporan
Dewan. tugas dilakukan dengan sebaik
mungkin  untuk  agar
terciptanya rasa kerja
sama (Nasionalisme) dan
pelaksanaan kegiatan
tersebut dapat
dipertanggung jawabkan
secara administratif
(Akuntabilitas).
Pembuatan Membuat konsep | - tabel sistem | Tahap kegiatan ini
konsep tabel tabel sistem checklist untuk | diawali dengan
sistem check checklist pengendalian membuat konsep tabel
list dan pengendalian dokumen  kegiatan | sistem checklist
konsep dokumen kegiatan rapat konsinyering pengendalian  dokumen
surat  surat rapat konsinyering | - Surat izin anggaran yang merupakan
yang Membuat Surat | - Surat dukungan | tanggung jawab sebagai
diperlukan permohonan izin anggaran cpns dari rancangan
dalam anggaran yang | - Surat undangan aktualisasi (akuntabilitas)
pelaksanaan ditujukan kepada kegiatan yang juga
kegiatan Pimpinan  DPR | _ gyrat tugas merupakan pembaruan
konsinyering RI kegiatan dalam sistemtata
Membuat konsep | _ Nota diisis kelola
surat permohonan permohonan  tanda dokumen dan pengawasan
SPPD dokumen

Membuat konsep
surat

tangan surat tugas

(komitmen mutu)dalam
tahap kegiatan pembuatan
konsep surat penulis
lakukan dengan

cermat agar kejelasan

Mewujudkan
kebijakan
penyelengg
araan
dukungan
persidangan

DPR RI
Akuntabel,
dan

Keahlian
yaitu:
Profesional,
Integritas

Dengan melakukan

persiapan rapat
sudah turut
mendukung

pengimplementasi
an nilai organisasi
Sekretariat Jendral
dan Badan
Keahlian DPR RI
yaitu:  Akuntabel,
Profesional, dan
Integritas
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undangan
kegiatan
konsinyering
Membuat Konsep
Surat
Tugas
menggunakan
aplikasi perjadin

dalam surat (Etika
Publik)

Pengumpula
n dokumen
pelaksanaan
konsinyering
dan
mengkatago
rikan
berdasarkan
jenis  surat
serta
melakukan
pencatatan
anggaran
yang
digunakan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
konsinyering

Mengumpulkan
dokumen
dokumen
pelaksanaan
realisasi rapat
konsinyering
Melakukan
pencatatan dipa
yang digunakan
dalam
pelaksanaan
Melakukan scan
dokumen kegiatan
Mengarsipkan
dokumen
kegiatan

- Terkumpulnya

dokumen kegiatan

- Pencatatan
penggunaan
anggaran

- Softcopy

terlaksana

- pengarsipan
dokumen
yang terlaksana

dokumen
Kegiatan yang telah

kegiatan

Pada tahap kegiatan ini
penulis melakukan
pencatatan anggaran yang
digunakan dengan cermat

(etika
publik)pencatatan  yang
dilakukan pada tabel

sistem checklist ini
merupakan inovasi
(komitmen  mutu)penulis
akan melakukan
pengarsipan secara
konsisten dan tanggung
jawab terhadap
dokumen dokumen

pelaksanaan
(akuntabilitas)

kegiatan

Dengan menghandle

turut
mendukung
pengimplementasi
an nilai organisasi
Sekretariat Jendral
dan Badan
Keahlian DPR Rl
yaitu:  Akuntabel,
Profesional, dan
Integritas.
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Pelaporan
kegiatan
kepada staff
internal
Sekretariat
Mahkamah
Kehormatan
Dewan

- Melaporkan
hasil
penerapan
kegiatan
aktualisasi

dari

- Form
tanggapan/saran/kri
tik mengenai

pengendalian
dokumen kegiatan
rapat konsinyering

- Salinan
tanggapan/saran/kri
tik tentang
pengendalian
dokumen kegiatan
rapat konsinyering

Di tahap kegiatan akhir
ini penulis melaporkan
penulis lakukan dengan

sopan kepada  staff
internal  MKD  (etika
publik) serta penulis
menghormati

tanggapan/saran/kritik
yang diberikan oleh staff
internal MKD
(nasionalisme)

Dengan
melakukan
pelaporan sudah
sesuai  deengan
pengimplementasi
an nilai organisasi
Sekretariat Jendral
dan Badan
Keahlian DPR RI
yaitu:  Akuntabel,
Profesional, dan
Integritas.
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Time Schedule

Kegiatan

Juli 2019 Agustus2019
Minggu ke Minggu Ke
4 5 3

Melakukan konsolidasi dengan
Kepala Bagian dan pegawai internal
Mahkamah Kehormatan Dewan
mengenai Pengendalian Dokumen
Realisasi Pelaksanaan Rapat
Konsinyering

Melaporkan  jadwal pelaksanaan
konsinyering kepada Anggota DPR RI
dan Staff Tenaga Ahli Mahkamah
Kehormatan Dewan.

Pembuatan konsep tabel sistem
check list dan konsep surat surat yang
diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan konsinyering

Pengumpulan dokumen pelaksanaan
konsinyering dan mengkatagorikan
berdasarkan jenis surat serta
melakukan pencatatan DIPA yang
digunakan dari kegiatan konsinyering
untuk Laporan Realisasi penggunaan
anggaran

Pelaporan kegiatan kepada staff
internal Sekretariat Mahkamah
Kehormatan Dewan
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Kegiatan 1 : Melakukan konsolidasi dengan Kepala Bagian dan pegawai
internal Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai Pengendalian
Dokumen Realisasi Pelaksanaan Rapat Konsinyering.

Pada kegiatan tahap 1 ini diawali dengan berkonsolidasi dengan
Kepala Bagian dan Staff Internal Mahkamah Kehormatan Dewan yang
dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 08.30 Pagi di Gedung
Nusantara 1 lantai 1 dalam ruang Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
Konsolidasi dilakukan dalam pertemuan yang bersifat informal, dalam
konsolidasi tersebut membahas beberapa hal yang terkait dengan

pengendalian dokumen realisasi pelaksanaan rapat konsinyering.

Pada kegiatan ini penulis memberikan informasi kepada unit kerja
MKD apa saja manfaat yang akan didapatkan apabila tabel sistem checklist
pengendalian ini dilakukan. Kegiatan pertama ini penulis juga
menginformasikan tentang dampak dampak yang bisa terjadi apabila tabel
sistem checklist ini tidak diterapkan pada sistem kerja unit. Penulis juga
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meminta bantuan dan kerja sama dari unit kerja dalam proses pelaksanaan
aktualisasi ini agar dapat dilaksanakan untuk keperluan pendidikan dan
pelatihan dasar yang harus dilalui oleh CPNS.

Gambar 2: konsolidasi lebih lanjut dengan mentor (05/08/2019)

Pada tanggal 5 Agustus 2019, penulis melakukan konsolidasi dan
konsultasi lebih mendalam dengan mentor agar menyamakan pandangan
dengan aktualisasi yang akan penulis lakukan. Konsolidasi ini bertujuan
sebagai konsultasi tahap awal dengan kepala bagian dan senior dengan
program aktualisasi yang akan penulis lakukan di unit kerja, selain itu secara
langsung melakukan pengenalan kepada seluruh komponen unit kerja MKD

adanya tabel sistem checklist pengendalian dokumen realisasi pelaksanaan
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kegiatan konsinyering serta memberikan informasi bagaimana teknis

penggunaan pengedalian dokumen ini.

Penulis mengharapkan tabel sistem checklist bisa dijadikan titik fokus
dan pengawasan dokumen mulai dari proses pelaksanaan Kkegiatan
konsinyering sampai dengan proses pembuatan laporan pertanggung
jawaban hingga pengarsipan secara digital dengan menyisipkan hyperlink
hasil file scan sehingga ada arsip softcopy dari kegiatan tersebut. Dalam
sistem pengendalian dokumen ini hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan juga dapat dilakukaan pendataan dari kegiatan tersebut. Tabel
sistem checklist pengendalian dokumen ini dilakukan secara offline dengan
memanfaatkan akses files sharing di unit kerja dan membuat folder khusus

untuk tabel sistem checklist dokumen tersebut.

Konsep Sistem Pengendalian Dokumen merupakan bentuk dari
pembaharuan metode pengawasan agar lebih efektif dan efisien dan ini
merupakan suatu peningkatan komitmen mutu di Unit kerja.Dalam kegiatan
ini nilai nasionalisme juga tercermin dari musyawarah yang dilakukan untuk
mencapai kesepakatan terkait dengan bentuk sistem yang akan dibentuk
serta penentuan format dalam sistem tabel checklist pengendalian dokumen
sekaligus menerapkan nilai etika publik dalam melakukan konsolidasi

dengan atasan dan senior di unit kerja.

Manfaat dari adanya tabel sistem checklist pengendalian dokumen
adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap dokumen pelaksanaan
kegiatan dan menjadikannya titik fokus apabila dari dokumen tersebut
terdapat kendala. Tabel sistem checklist ini juga bermanfaat dalam
penyusunan laporan pertanggung jawaban kegiatan yang apabila terdapat

kendala sehingga kendala tersebutpun juga langsung dapat diselesaikan.
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Kegiatan 2 : Melaporkan jadwal pelaksanaan konsinyering kepada
Pimpinan Anggota Mahkamah Kehormatan DPR Rl dan Staff Tenaga

Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada kegiatan tahap kedua habituasi ini, kegiatan yang dilakukan
adalah melaporkan kepada Pimpinan Anggota Mahkamah Mahkamah
Kehormatan DPR RI dan Staff Tenaga Ahli adanya agenda kegiatan
konsinyering yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan ini penulis lakukan
pada tanggal 6 Agustus 2019 pada pukul 10.30 di Ruang Sidang Mahkamah
Kehormatan Dewan untuk menemui Pimpinan Anggota MKD. untuk
pelaporan kepada staff tenaga ahli penulis juga lakukan pada tanggal yang
sama pukul 14.30 diruang staff tenaga ahli MKD. Proses melaporkan ini
dilakukan secara informal, dilakukan secara langsung dengan Anggota atau
melalui asisten pribadi (ASPRI) anggota, dilakukan secara verbal ataupun
media komunikasi lainnya. Proses pelaporan ini juga sekaligus
menginformasikan tentang agenda yang akan dibahas dalam kegiatan
konsinyering, agenda yang akan dibahas menjadi bahan utama dalam rapat

konsinyering yang akan dilaksanakan.

Pada saat proses melaporkan ini juga sekaligus melakukan konfirmasi
perihal keikutsertaan dalam kegiatan konsinyering yang akan dilaksanakan.
Konfirmasi ini merupakan keharusan dalam kegiatan ini, terutama konfirmasi
kepada Pimpinan Anggota Mahkamah Kehormatan yang memiliki kegiatan
juga dilain tempat. Konfirmasi pada tahapan kegiatan merupakan cikal bakal

dari terbentuknya surat tugas kegiatan konsinyering.
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Gambar 2: melaporkan agenda kegiatan konsinyering yang akan dilaksanakan kepada
Pimpinan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan(06/08/2019)

Gambar 3 : Melaporkan agenda kegiatan konsinyering yang akan dilaksanakan kepada
koordinator Staff Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan(06/08/2019)

Pada saat melakukan pelaporan tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan penulis berusaha sebaik baiknya dalam melakukan komunikasi
dengan Pimpinan Anggota dan Staff Tenaga Ahli dengan menerapkan Etika
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Publik. Komunikasi dalam pelaporan dilakukan dengan sebaik mungkin
untuk agar terciptanya rasa kerja sama mencerminkan nilai Nasionalisme
dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara

administratif yang memiliki nilai Akuntabilitasdidalamnya.

Manfaat dari kegiatan kedua ini ialah bentuk data kepesertaan yang
dapat mengikuti kegiatan konsinyering yang akan dilaksanakan. Ketika data
sudah ada maka tahap kegiatan berikutnya punya langsung bisa dilakukan
berdasarkan data tersebut. kegiatan ini juga bermanfaat untuk membentuk
sikap kerja sama dengan pihak pihak yang terlibat dalam kegiatan

konsinyering yang akan dilaksanakan.

Kegiatan 3: Pembuatan konsep tabel sistem check list dan konsep surat

surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan konsinyering.

Kegiatan tahap ketiga ini penulis lakukan pada tanggal 8 Agustus
2019. Sebagai alat kelengkapan dewan yang berada diranah penegakan etik
Anggota Dewan DPR RI, terdapat berberapa dokumen yang bersifatnya
rahasia maka dari itu pengendalian dokumen ini memang lebih tepat dibuat
secara offline karna mencegah terjadinya kebocoran data dari dokumen
dokumen tersebut. Pengendalian dokumen juga dibuat menggunakan akses
file sharing internal Mahkamah Kehormatan dewan, sehingga seluruh
pegawai yang berada di unit kerja diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam

pengendalian dan pengawasan dokumen kegiatan tersebut.

Pembuatan tabel sistem checklist pengendalian dokumen realisasi
pelaksanaan kegiatan konsinyering juga bertujuan untuk pengelolaan
database output dokumen kegiatan Kepala Bagian beserta jajaran internal
Mahkamah Kehormatan Dewansangat mendukung dan siap membantu

dalam mensukseskan aktualisasi yang akan diimpelementasikan oleh
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penulis, Dalam pembuatan tabel sistem checklist ini penulis berkonsultasi
dengan mentor untuk meminta saran apa saja yang dimasukan dalam tabel
sistem checklist pengendalian dokumen, konsultasi dengan mentor

menghasilkan format tabel yang berisikan :

A. Nomor

B. Kegiatan

C. Anggaran

D. Proses pelaksanaan kegiatan

E. Proses pertanggung jawaban

F. Kelengkapan dokumen (Daftar Hadir, Laporan singkat)

G.Keterangan

Ketujuh format isi tabel tersebut yang telah disepakati bersama
dengan mentor sebagai format tabel dalam untuk lalu lintas dokumen yang
diharapkan memudahkan pengawasan dokumen-dokumen pelaksanaan
kegiatan konsinyering. Pada saat ini pengendalian dokumen masih
dikhususkan untuk kegiatan konsinyering saja yang nanti dikemudian hari
akan dikembang lagi pengendalian terhadap seluruh dokumen kegiatan yang
dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan. dari delapan format yang

sebelumnya sudah disebutkan pun, menghasilkan output tabel seperti :

Tabel sistem checklist pengendalian dokumen tersebut selain
memberikan informasi terhadap proses surat juga menginformasikan kendala

kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatannya. surat yang

Proses p Kelengkapan Dokumen Keteranga
; Anggaran Dokumen = feaes Daft L n
e | Aegrien (Rp) Pelaksanaan BfaRggung | "9 | Lapeal Undangan
e Jawaban hadir | Singkat
egiatan
Nz 13-15
Agustus
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dibuat dan diproses akan diinput kedalam tabel tersebut untuk mengetahui

sejauh mana proses surat tersebut berjalan.

Kegiatan tahap tiga ini penulis membuat konsep surat surat yang
diperlukan agar kegiatan terlaksana, dalam penulisan surat dinas penulis
menggunakan bahasa baku. Ada beberapa syarat dan kaidah yang harus
dipenuhi dalam membuat surat dinas diantaranya menggunakan bahasa
resmi yaitu bahasa Indonesia yang memiliki ejaan yang berlaku. Sedangkan
untuk format surat dinas juga memiliki peraturan khusus diantaranya harus
mengandung kepala surat atau kop surat, nomor surat, hal, lampiran jika ada,
tanggal pembuatan surat, kepada siapa surat ditujukan, salam pembuka dan
penutup. Konsep surat ini merupakan tahapan administrasi dalam
pelaksanaan kegiatan konsinyering, tahapan ini wajib dilakukan karna perlu
bukti administratif permohonan ijin dan persetujuan dari pelaksanaan kegiatan

tersebut.

- > ~

Gambar 4 : membuat konsep surat permohonan iji anggaran (08/08/2019)
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Lampiran 1 : Surat Pemohanan ijin Anggaran
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Lampiran 4: Surat Undangan
Konsep surat yang penulis buat untuk pelaksanaan kegiatan
konsinyering ini mengikuti dari konsep surat yang digunakan sudah pernah
digunakan. Sebelum surat benar benar diproses penulis akan meminta
dilakukan koreksi terlebih dahulu kepada Kasubag Tata Usaha agar surat
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yang penulis buat sudah sesuai, Kasubag akan mengoreksi mulai dari kalimat

surat nomor surat, tanggal surat, sampai dengan informasi isisurat.

Setiap surat yang sudah dikoreksi oleh kasubag akan dikirim untuk

proses panandatanganan surat oleh perjabat yang berwenang untuk

pelaksanaan kegiatan. Pada saat proses ini surat yang dikirim akan dilakukan

pencatatan dalam tabel sistem pengendalian dokumen, agar memudahkan

staff MKD untuk mengetahui posisi dokumen tersebut terutama pada jenis

surat yang membutuhkan tahapan dalam proses penandatanganan.

Penginputan pada saat surat melalui tahapan tahapan penandatanganan

akan dilakukan seperti dibawah ini :

1

Surat Permohonan ljin Anggaran : Reviu surat oleh Kasubag Tata

Usaha @ Menunggu Penandatanganan Pimpinan MKD @ Mengirim

kepada Wakil Ketua DPR Rl @ v~

SuratPermohonan SPPD : Reviu surat oleh Kasubag Tata

Usaha @ Penandatanganan Nota Dinas Kabag MKD Ke Kabio
Persidangan @ Penandatanganan Nota Dinas Kabiro Persidangan ke
Deputi Persidangan @ Penandatanganan Nota Dinas Deputi Persidangan

ke Sekretariat Jendral DPR Rl @ v

Surat Undangan Konsinyering : Reviu surat oleh Kasubag Tata
Usaha @ Penandatangan Kabag MKD @ v
SuratTugas Perjalanan Dinas : Penandatanganan Nota Dinas

Kabag MKD Ke Kabiro Persidangan @ Penandatanganan Nota Cres
Kabiro Persidangan ke Deputi Persidangan @ Penandatanganan Sua

Tugas Deputi Persidangan@ v

Tahapan dalam menginput proses dokumen kedalam tabel sistem

checklist pengendalian dokumen realisasi pelaksanaan konsinyering :

26



Farm Py Dokumen
w Realisasi Pelaksanasn Kegisian Konsinyenng

' EEEE@EE-EBEQEE

AR CESWNEM SN SN O B SO ON WSS IS EGA WONOS RS MO N R

Teta Uaone 1
eyl = e

_wma Reviusurat olah
Perialanan .mu—mu—-l

Gambar 8 : Penginputan proses tanda tangan surat kegiatan (08/08/2019)
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Gambar 10 : Penginputan proses tanda tangan surat kegiatan (08/08/2019)

28



e HE@E=E§EQE%5-3=5

S EEOCEN SRS O W S SO SR T Sy R NG REID St XS

Form Pengendalian memmwwm

A

Gambar 11 : Penginputan proses tanda tangan surat kegiatan (08/08/2019)

Gambar 12 : Penginputan proses tanda tangan surat kegiatan (08/08/2019)
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Keaslian surat yang sudah ditanda tangani atau dalam artian sudah
disetujui akan dilakukan pengarsipan dan sebelum didistribusikan kepada
yang berkepentingan pada saat pengarsipan ini akan buat salinan (fotocopy)
sebagai surat yang bisa dijadikan cadangan atau backup dalam proses

pelaksanaan.

Konsep surat surat dibuat menggunakan software microsoft word,
namun berbeda dengan pembuat surat tugas. Pembuatan surat tugas
menggunakan aplikasi yang berada diwebsite portal DPR pada pilihan aplikasi
Perjadiin, dengan adanya perjadiin sangat memudahkan dalam membuat
surat tugas kita hanya perlu mengisi tanggal pelaksanaan, agenda kegiatan,
nomer surat tugas, anggaran yang akan digunakanan, serta data peserta
yang dapat mengukuti kegiatan. Pada tahap ini penginputan nama peserta
berurutan dari status jabatan tertinggi sampai terendah. Ketika sudah selesai
pembuatan surat tugas maka, surat tersebut akan di kirim kepada deputi

persidangan untuk penandatanganan surat tugas.

Gambar 7 : Pembuatan konsep surat tugas dengan aplikasi perjadin (07/08/2019)
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Gambar 8:Membuat konsep surat berjenjang permohonan tandatangan Surat tugas(08/08/09)
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Lampiran 4 : Surat Berjenjang Permohonan tanda tanggan surat tugas (08/09/2019)
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Lampiran 5: Surat Tugas (08/08/2019)

Kegiatan ketiga dilakukan dengan membuat konsep surat menyurat ini
maka akan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tata surat
menyurat yang baik serta untuk manajemen dokumen bahan kerja dan hasil
kerja menjadi lebih baik dan optimal termasuk dalam bentuk komitmen
mutu. Surat menyurat adalah bentuk administratif yang akan dipertanggung
jawabkan penggunaan anggaran yang memiliki nilai Akuntabilitas
didalamnya. Tabel sistem checklist ini juga merupakan peningkatan dalam
pengelolaan dokumen kegiatan yang mencerimkan nilai Manajemen ASN

dalam mejalankan tugas dan fungsinya

Manfaat dari kegiatan ketiga ini merupakan kegiatan administratif yang
bermanfaat terlaksananya kegiatan konsinyering tersebut sesuai
sebagaimana mestinya mulai dari perijinan sampai dengan pada saat
dilakukannya laporan pertanggung jawaban nanti. Pada tahap kegiatan ini

diharapkan dengan konsep konsep surat yang penulis lakukan, semakin
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baiknya dalam tata surat menyurat di unit kerja semakin baiknya dalam
proses surat menyurat maka setiap proses kegiatan yang akan dilakukan
akan berjalan sebagaimana mestinya.

Kegiatan 4: Pengumpulan Dokumen Pelaksanaan Konsinyering Dan
Mengkatagorikan Berdasarkan Jenis Surat Serta Melakukan Pencatatan
DIPA Yang Digunakan Dari Kegiatan Konsinyering Untuk Persiapan

Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

Pada kegiatan keempat diawali dengan mengumpulkan semua
dokumentasi yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan konsinyering yang
sudah terlaksana yang penulis lakukan pada hari Senin 19 Agustus 2019
penulis melakukan pengumpulan dokumenini untuk pengelolaan output
database di unit kerja, pengelolaan dokumen ini sangatlah penting
dikarnakan surat surat tersebut merupakan bukti otentik apabila ada audit
yang sewaktu waktu dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Jendral DPR RI.
Pengumpulan dokumen dokumen ini akan dikategorikan berdasarkan jenis
surat tersebut, dan diurutkan berdasarkan tanggal surat tersebut dibuat atau

bisa juga diurutkan dari nomer surat tersebut.

Pengumpulan dokumen penulis juga lakukan dengan berkoordinasi
staff bagian rapat untuk meminta daftar hadir dan laporan singkat dari
kegiatan konsinyering yang sudah terlaksanakan yang juga akan diinput
dalam tabel sistem checklist pengendalian dokumen. Data daftar hadir dan
laporan singkat ini merupakan data yang akan digunakan pada saat
penyusunan laporan pertanggung jawaban.
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Gambar 13 : Penginputan kelengkapan dokumen kegiatan (19/09/2019)

Pengumpulan dokumen tahap awal ini akan penulis lakukan dengan
menjadikannya dokumen dokumen tersebut pada satu tempat sebagai
bentuk pengelolaan output database di unit kerja. Pengelolaan tempat
dokumen kegiatan tersebut akan penulis lakukan disetiap kegiatan yang

sudah terlaksanakan dan akan dilakukan permasa sidang DPR RI.
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Gambar 9 : Pengumpulan dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan 19/09/2019)

Pengumpulan dokumen yang penulis lakukan pada tahap awal
kegiatan keempat ini masih terkumpul secara acak atau belum berurutan
berdasarkan dari jenis surat. Pengumpulan dokumen ini dilakukan terhadap
surat yang asli, karna tiap surat memiliki kegunaan yang berbeda maka dari
itu mengkategori surat ini akan bermanfaat apabila dokumen tersebut

dibutuhkan suatu saat nanti.

ELMaaT o Rl AS

Gambar 1-0: meﬁgkategarikan-surat permohonan ijin anggaran (19/09/2019)
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Gambar 11 : mengkategorikan surat permohonan SPPD (19/08.2019)
Ketika dokumen sudah terkategori berdasarkan jenis surat tersebut,
penulis akan melakukan scaning terhadap dokumen tersebut sebagai arsip

softcopy yang akan simpan dalam file sharing MKD.

Gambar 12 : melakukan scaning dokumen kegiatan (20/0€/2019)
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Gambar 13 : melakukan scaning dokumen kegiatan (20/08/2019)

d-didmeee -0

Form Pengendaiian Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Konsinyering
Sekretaniat Mankamah Kehormatan Dewan

[ Eroses ___ Kalangkapan Ciokumen .
| Kegiatan \"“Iﬂg""‘ Proses Dokumen Kegiatan R —
| | Jwwsbsn | hagir | Singkm | | |
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1. | 1315 Agusns I v v \ 3 ¥ 18AguanZ01e |
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Gambar 14 : peny|5|pan hyperlink arsip dokumen kegiatan (20/08/2019)

Dokumen kegiatan yang sudah discan, maka akan diinput kedalam
tabel pengendalian dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan konsinyering
dalam bentuk hyperlink
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Pada kegiatan keempat penulis juga melakukan pencatatan dari
penggunaan anggaran yang digunakan dari kegiatan tersebut. Pencatatan
yang dilakukan di tabel sistem checklist ini akan memiliki manfaat ketika
penyusunan laporan realisasi anggaran dilakukan. Pada saat penyusunan
laporan realisasi anggaran, tidak perlu lagi mencari data dari dokumen
pelaksanaan kegiatan karna pencatatan anggaran sudah dilakukan di tabel
sistem checklist.

Gambar 4 : Melakukan pencatatan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaankegiatan
konsinyering (22/09/2019)

Form Pengendalian Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Konsinyenng
Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan

e | ek | Sogr | oess | " |
| 2 | 2 SARSMKDIY- |

| Proses [ _ _ KelenghapenDoiimen |
Mo Kegitan | Anggaen [ Prosas Dohuman Pelakianaan Kegiatan Patanggueg | Oafiar | Laporan | = Katarangar
. - - — ,+ Jmwaban r

1315 Agustus | 91.088.000 s v ‘ v

R A AT 1 B e vt e S

Gambar 14 : penginputan anggaran yang digunakan (22/08/2019)
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Saat melakukan tanggung jawab dalam pengelolaan output database
unit kerja penulis lakukan dengan cerminan nilai Akuntabilitas dan anti
korupsi. Dikegiatan pencatatan anggaran dalam tabel sistem checklist yang
penulis lakukan merupakan langkah inovasi baru dalam proses penyusunan
laporan realisasi dikemudian hari dengan menanamkan nilai Komitmen
Mutu. Pencatatan ini juga merupakan tanggung jawab unit kerja MKD dalam
menggunakan anggaran dalam pelaksanaan yang akan dilakukan secara
konsisten sera disiplin dalam pengelolaan anggaran yang memiliki nilai

Nasionalisme.

Manfaat dari kegiatan keempat ini berdampak positif pada pengelolaan
dokumen secara digitalisasi melalui scanning terhadap dokumen dokumen
pelaksanaan kegiatan konsinyering. pengarsipan secara digital sangat
memberikan manfaat, karna dengan digitalisasi dokumen akan lebih tidak
akan rusak secara fisik, memudahkan dalam mencari data, dan lebih
menghemat ruang untuk penyimpanan. Kegiatan pada tahap ini juga
dilakukan kategorisasi pada tiap jenis surat, hal ini akan memiliki manfaat
ketika mencari data yang dibutuhkan. Tiap jenis dokumen memiliki kegunaan
dan tanggung jawab yang berbeda, maka dari itu ketika sudah dikategorikan
tinggal mencari dokumen terebut sesuai dengan kelompok kategori dari

dokumen tersebut.

Kegiatan 5: Pelaporan kegiatan kepada staff internal Sekretariat
Mahkamah Kehormatan Dewan

Pada tahap kegiatan kelima ini penulis lakukan pada hari Jumat
tanggal 30 Agustus 2019 pada pukul 14.30 diruang Sidang Mahkamah
Kehormatan Dewan, dengan melakukan pemaparan tentang kegiatan
aktualisasi yang yang telah penulis terapkan di unitkerja selama off class.
Penulis memaparkan dari kegiatan yang telah dilakukan seperti manfaat,
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cara mengunakan, sistem pengarsipan, sampai kenapa hal kegiatan
aktualisasi harus dilakukan.

Penulis melaporkan kepada unit kerja, pengendalian dokumen
konsinyering ini dilakukan terhadap kegiatan kosinyering yang dilakukan
pada tanggal 13 — 15 Agustus 2019 lalu yang sudah penulis input dalam tabel
sistem checklist. Pada kegiatan ini penulis juga meminta tanggapan, saran

ataupun kritik dari internal unit kerja agar aktualisasi yang penulis lakukan

dapat lebih berkembang lagi serta terus menerus memberikan dampak positif
untuk unit kerja MKD.

Gambar 15: Pelaporan kepada unit kerja tentang kegiatan aktualisasi (30/08/20'1749)' 4
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Gambar 16: Pelaporan kepada unit kerja tentang kegiatan aktualisasi (30/08/2019)
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Form
Tanggapan/Kritik/Saran
“Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Konsinyering”

- (HE hh"‘{w}:ﬁ?ar\ Aebormen, W“‘D““Wbﬂf\ﬂﬂar\ Undeinggpen ol hll¥
logormn Cingeadt i
; Ta?cc‘;.,, K\AK*\'\"V‘ scanalng /145

Form
Tanggapan/Kritik/Saran
‘Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Konsinyering”

(’\ﬂ"‘%amm
L Bovgan o wps Pt Hotoaswran~ 4 for vl -
ARuA  wva wtat ko dalaw e ety ‘MMJ Pwy-fﬁv‘"‘ #olau
&-} iy B th’df

F
etz T

ole )
(J idate derccCer afnu Lda
2 Wobotoin gifain stses Barleote rger b “3

hat M’V‘ alcan mwm;u/ﬁfl'llhwg"‘\[ﬂ Aafr ("L‘[‘-

Form
Tanggapan/Kritik/Saran
“Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Konsinyering”

C Apoggape— by Préace e %Z;ﬂo\
(eve WY ECCEG Rrluvcea e  (BerSrde~ Slecaye baXe
leeceals Ach Pt‘acaz«féw&@- A& e Kﬁ«‘??‘dcfz‘
VP (Cat Y londpeg Cladices bz
M""M&__ C—v‘zﬁ{ﬁ -
rtdp: Mé&?c*@?@ st Cr 7 BiCar Cod o Lo
cfr("_‘ﬂl— éﬁ"’{( < Gl teectioe éét,cé?oa\a%
Oycsu Brvictus terb @ o CppEs Cgmn 9
ST - MDD . cfpesn v/ﬂbx7‘aﬂ &y

42



Form
Tanggapan/Kritik/Saran
“Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Konsinyering”
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Tanggapan tanggapan Kepala Bagian, Kasubbag MKD, serta senior
MKD sangat berarti bagi penulis untuk mengevaluasi tabel sistem checklist

yang penulis aktualisasi.

Pada saat melakukan pelaporan penulis dengan mengajak berkumpul
di ruang rapat yang dilakukan secara informal serta mengutamakan
kesopanan dalam berututur kata memiliki nilai Etika Publik. Penulis juga
menyampaikan adanya Pengendalian Dokumen ini merupakan kepentingan
bersama sebagai bentuk nilai Nasionalisme serta menanamkan rasa

tanggung jawab sebagai ASN yang menanamkan sikap nilai Akuntabilitas.

Manfaat dari kegiatan tahap akhir ini, penulis = mendapatkan
tanggapan, kritik, ataupun saran dari Staff MKD tentang form pengendalian
dokumen yang nantinya akan dikembangkan lagi oleh penulis. Dikegiatan ini
form pengendalian dokumen juga lebih dipahami oleh unit kerja, yang
dikemudian hari pihak pihak di MKD bisa menggunakan dan berpartisi pasi

dalam penggunaan form pengendalian dokumen.

STAKEHOLDER
Stakeholder adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang

memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya.
Adapun stakeholder dalam aktualisasi yang penulis lakukan adalah

1.  Sub Bagian Tata Usaha MKD

43



2.  Sub Bagian Rapat MKD
3.  Sub Bagian Perkara MKD

Analisa Dampak Jika Program Tidak Dilakukan
Suatu kegiatan inovasi yang dilakukan tentu memiliki dampak tertentu
yang bisa dirasakan baik dalam jangka waktu dekat ataupun jangka waktu
panjang. Jika proram tidak dilakukan akan memberikan dampak sebagai
berikut:
1. Keberadaan surat dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan akan sulit
ditemukan
2 Pencatatan penggunaan anggaran perlu mengcheck dan mencari
kembali dokumen kegiatan
3. Proses pertanggung jawaban memakan waktu lebih lama karna harus

melakukan  pengecekan terhadap  kelengkapan  dokumen.
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Bab IlI
Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini dari adanya pembaruan dalam

tata kelola dokumen serta sistem pengawasan dari dokumen pelaksanaan

kegiatan rapat konsinyering :

L.

Kegiatan ke — 1 Melakukan konsolidasi dengan Kepala Bagian dan
pegawai internal Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai
Pengendalian Dokumen Realisasi Pelaksanaan Rapat Konsinyering
dengan output Pengenalan tabel sistem checklist pengendalian dokumen
realisasi pelaksanaan rapat konsinyering, sehingga unit kerja mengetahui
bahwa ada pembaruan dalam pengendalian dokumen realisasi
(Akuntabilitas —Nasionalisme — Etika Publik )

Kegiatan ke — 2 Melaporkan jadwal pelaksanaan konsinyering kepada
Anggota DPR RI dan Staff Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan
menghasilkan output Data Pimpinan Anggota yang dapat ikut dalam
rapat konsinyering, sehingga ada kepastiaan dalam membuat surat tugas
pelaksanaan rapat konsinyering (Etika Publik — Akuntabilitas -
Nasionalisme)

Kegiatan ke — 3 Pembuatan konsep tabel sistem check list dan konsep
surat surat yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan konsinyering
dengan output membuat konsep tabel sistem checklist pengendalian
dokumen kegiatan rapat konsinyering, membuat Surat permohonan izin
anggaran yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, membuat konsep
surat permohonan SPPD, Membuat konsep surat undangan kegiatan
konsinyering, membuat konsep surat tugas menggunakan aplikasi
perjadin. (akuntabilitas — komitmen mutu — etika publik)

Kegiatan ke — 4 Pengumpulan dokumen pelaksanaan konsinyering dan

mengkatagorikan berdasarkan jenis surat serta melakukan pencatatan
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anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan konsinyering
terkumpulnya dokumen kegiatan, pencatatan penggunaan anggaran,
softcopy dokumen Kegiatan yang telah terlaksana, pengarsipan dokumen
kegiatan yang terlaksana (etika publik — komitmen mutu — akuntabilitas)

5 Pelaporan kegiatan kepada staff internal Sekretariat Mahkamah
Kehormatan Dewan form dan softcopy tanggapan/saran/kritik mengenai
pengendalian dokumen kegiatan rapat konsinyering (etika publik —

nasionalisme)

B. Saran

Menurut penulis pengendalian dokumen realisasi pelaksanaan
kegiataan konsinyering dengan tabel sistem checklist ini akan sangat efektif
dalam melakukan pengawasan tiap dokumen kegiatan yang sedang
diproses, penginputan dapat dilakukan secara berkala sesuai pada proses
surat tersebut berjalan. Tabel sistem checklist ini juga memerlukan
konsistensi dalam pengarsipan softcopy agar urutan dokumen pelaksanaan
dapat dikelola dengan baik, untuk pencatatan anggaran juga diperlukan
kecermatan karena akan dilanjutkan untuk proses penyusunan laporan
realisasi yang dilakukan per triwulan.
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